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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam
pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.! Sebagai
negara hukum In_dqnesia memiliki. beberapa tujuan diantaranya adalah
untuk melindungi segenap bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat
sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam
bentuk Perundang-undangan republik Indonesia yang mengandung unsur
agama’. Hukum adat juga disebut hukum yang mengatur tingkah laku
manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan
keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar benar hidup
di masyarakat adat karena di anut dan dipertahankan oleh anggota
masyarakat itu, maUpun merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang
mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para
penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa
memberi keputusan dalam masyarakat adat, yaitu dalam keputusan lurah,

penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim.® Pada dasarnya hukum adat
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adalah salah satu hukum nasional Negara Republik Indonesia yang sangat
beragam di tanah air sesuai adat dan suku yang ada.

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum tidak
tertulis dan tertuang dalam peraturan legislatif yang meliputi peraturan
hidup, walaupun keberadaan peraturan tersebut tidak ditetapkan penguasa
(yang berwajib), namun dipatuhi masyarakat atas dasar yakin bahwa aturan
tersebut memiliki kekuatan hukum.* Maka dari itu hukum adat sangat
perlu mendapatkan ‘pe.rhatilan Iembaga masyarakat pada umumnya dan
pemerintah pada khususnya agar tidak terjadi ketegangan antara suku
masing-masing yang masih sangat teguh mempertahankan hukum adat dan
kepercayaannnya.

Pada dasarnya hukum adat berfungsi menciptakan dan memelihara
keteraturan terhadap ketentuan-ketentuan adat dalam hubungan sosisal dan
bertujuan menciptakan harmonisasi hubungan secara horizontal sesama
warga dan vertikal kepada tuhan, dengan adanya dua hukum yang
mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menciptakan masyarakat
yang teratur, tenteram,-dan harmonisasi di lingkungan-masyarakat.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya
perlu disatukan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam
mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu
konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab

sejarah, aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat
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begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah
menentang penyamaan hukum dengan undang-undang, sebab hukum itu
tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum
masyarakat.

Adat mempertahankan daya hidup mitos dimana kekuatannya
terdapat pada noisme, yaitu sikap hukum yang alamiah dan tujuannya ialah
untuk tercapainya kelanggengan dan keselarasan. Negara Republik
Indonesia mempu'nyai .ban)./ak suku, salah s.atu bentuk keragaman suku
tersebut adalah suku Batak Mandailing. Batak Mandailing adalah salah
satu suku yang terletak di provinsi Sumatera Utara.

Batak Mandailing memiliki sistem kekerabatan yang dimana
peraturan adat yang dimiliki masih kental dengan sistem memegang teguh
adat dan kepercayaan yang terdapat di dalamnya, serta masyarakat adat
mandailing menganut sistem kekerabatan patrilinial.® wilayah Mandailing
terbagi menjadi dua wilayah yaitu Mandailing Godang dan Mandailing
Julu. Pada masing-masing wilayah tersebut berkembang pula jenis etnik
yang berbeda. Mandailing Godang pada bagian'utara Penyabungan yang
diawali dari Sihepeng hingga Maga sebelah selatan, serta daerah Batang
Natal sampai Muarasoma dan Muara Parlampungan sebelah barat
didominasi Marga Nasution.

Sedangkan Mandailing Julu yang berada di sebelah utara Kotanopan
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di mulai dari Laru dan Tambangan hingga Pakantan dan Hutana Godang di
sebelah selatan, dengan marga yang mendominasi adalah Marga Lubis.’
Seperti hukum adat Batak Mandailing yang mengatur ketertiban serta
peraturan adat yang diterapkan di wilayah Kabupaten Mandiling Natal,
peraturan yang terdapat di wilayah Mandailing mencakup beberapa aspek
yaitu peraturan yang di ambil dari mitos dan agama serta pertaturan dari
kerajaan kerajaan yg mendiami wilayah Batak Mandailing yang pada saat
hari ini peraturan' térsébut,. masih‘melekat dalam kehidupan di wilayah
Mandailing Natal.

Adapun peran lembaga adat Batak Mandailing yang bertugas sebagai
sarana pengaduan dan pemecah masalah dalam ruang lingkup adat sangat
dibutuhkan dalam menanggulangi beberapa masalah yang ada di wilayah
cakupan adat nya yang dimana peran hukum adat sangat memengaruhi
elemen masyarakat adat Anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi
oleh undang-undang oleh karena itu setiap unsur di dalam negara harus
menjamin _kelangsungan hak-hak anak yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan -yang berlaku.® Terutama " dalam tindak pidana
narkotika yang sering terjadi dalam masyarakakat adat Batak Mandailing
dan sekitarnya, di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang
narkotika pada pasal 1 angka 13 mengatakan “Pecandu narkotika adalah

orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam
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keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.’

Sudah di atur persis dari pengguna sampai jenis narkotika yang
dimana menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan
membahayakan kehidupan bangsa dan negara, namun dalam peraturan
tersebut masih marak tindak pidana narkotika terjadi yang dimana
penyalahgunaan narkotika semakin besar di berbagai daerah, peristiwa
yang banyak kita terﬁukan dalam bényalahguhaan tindak pidana narkotika
ialah penggunaan yg dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam kasus
yang terjadi dalam tindak pidana narkotika banyak sekali anak di bawah
umur yang kurang pengawasan yang diberikan oleh orang tua, tokoh adat,
yang mengakibatkan merajalelanya anak di bawah umur untuk
mengkonsumsi narkotika terutama pada narkotika jenis ganja (narkotika
golongan 1).

Anak sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh sang pencipta yang
dititipkan tuhan yang sepatutnya dijaga dan diperhatikan dari segala bentuk
bahaya dan tindak pidana yang datang dari lingkungan hidup serta pergaulan
maupun lingkungan keluarga dan di luar lingkungan keluarga, Karena
Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh
anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami
yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan

jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan
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kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.’° Dalam batak mandailing makna
yang paling menonjol dari kelahiran anak adalah perubahan status yang
perlu dijaga dengan baik.'’ Anak sepatutnya di lindungi kehormatan,
martabat dan harga dirinya baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial
dan budaya, anak sebagai aset yg dimiliki oleh negara yang menetukan
nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari, segala upaya untuk
melindungi anak di berikan oleh negara, masyarakat, adat dan keluarga
untuk terjaminnya masa depan anak sebagi penerus bangsa yang demikian
berpengaruh untuk kemajuan bangsa dan negara.

Anak juga sebagian makhluk sosial yang harus dijamin hak atas
hidupnya untuk tumbuh berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya
serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat dan
negara. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus bangsa, awal yang
penting dalam upaya menyiapkan masa depan negara. Baik buruknya
masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak
saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak
dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh
berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengembang risalah peradaban
bangsa ini.*?

Hak-hak atas anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-
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Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak
adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.*®

Pembahasan dan kajian tentang anak mulai dilakukan oleh pemerhati
anak, baik yang berasal dari kalangan akademisi di lembaga pendidikan,
lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat maupun pemerintah sendiri,
kepastian hukum vyang sangat perlu untuk pelaksanaan kegiataan
perlindungan anak pada dasarnya di awali dari sistem adat, yang dimana
peranan adat sangat di butuhkan untuk landasan awal dari perlindungan
anak di karenakan adat salah satu landasan utama untuk membangun
kepribadian serta perilaku yang baik dan tidak menyimpang untuk
tercapainya anak sebagai penerus bangsa yang menjadi ujung tombak suatu
negara, salah satunya peranan adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan
tindak pidana narkotika di daerah Mandailing Natal.

Peranan adat Batak Mandailing sangat diperlukan dalam
kelangsungan kehidupan yang harmonis dan tentram terutama pada anak di
bawah umur dikarenakan dalam suku adat Mandailing anak adalah emas
dalam kehidupan atau istilah bahasa Mandailing anakki ki do sere di
hangoluan ku yang artinya anak adalah emas atau suatu hal yang perlu
dijaga dan diperhatikan dalam keluarga, namun pada kenyataannya terlihat

pada beberapa peristiwa anak di bawah umur yg terdapat di Mandailing
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Natal banyak tercerat dalam kasus narkotika, yang dimana secara adat
Mandailing anak seharusnya menjadi emas dalam kelauarga namun telah
dihancurkan oleh narkotika.

Letak Indonesia yang sangat strategis serta memiliki banyak pulau
besar dan garis pantai yang panjang sehingga menjadi incaran para mafia
narkotika untuk mengedarkan narkotika, Jumlah penduduk Indonesia yang
semakin tahun terus bertambah terutama generasi muda yang merupakan
penerus bangsa dan sangat rentan terpengaruh penyalahgunaan Narkotika,
Banyaknya kesempatan dan pengawasan yang kurang terutama pada
bandara dan pelabuhan menyebabkan masuknya peredaran narkotika dengan
sangat mudah.* Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan
narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan
baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang
dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara
terutama terhadap anak di bawah umur yang terjaring dengan narkotika.
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang
sama untuk tumbu dan berkembang.®

Peranan anak dalam Batak Mandailing sangat diperlukan dan selalu di

sanjung dalam adat, dikarenakan anak dalam adat Mandailing sangat
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berharga dan sebagi penentu garis keturunan marga terutama pada laki-laki
dan penerus tahta dari orang tuanya. Peran adat Batak Mandailing dalam
menyelesaikan tindak pidana bagi anak di bawah umur yg telah
mengkonsumsi narkotika sangat dibutuhkan dalam adat Batak Mandailing,
dikarenakan dalam Batak Mandailing sangat kurang untuk menyelesaikan
tindak pidana narkotika yang dimana adat Batak Mandailing masih
memegang teguhnya sistem kekeluargaan dan kekerabatan yang masih
berlaku sampai sekarang, salah satu penyebab dari adat Batak Mandailing
kurang efektif untuk menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan
oleh anak di bawah umur.

Indonesia adalah salah satu negara yang ditenggarai lintas narkotika,
sehingga narkotika bukan lagi kejahatan yang bersifat lokal namun telah
merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai
daerah transit sehingga angka perkembangan narkotika dari tahun ke tahun
meningkat.” Salah satunya di kabupaten Mandailing Natal yang dimana
penyalahgunaan narkotika yg dilakukan oleh anak dibawah umur sangat
marak terjadi yang dimana perlindungan terhadap anak di bawah umur
dalam kasus narkotika akan selalu berbeda dalam pemberian
perlindungan hukum, dan jika seorang anak yang masih dibawah umur
harus lebih mendapatkan perlindungan dan pembinaan hukum.

Dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang

Hak Asasi Manusia, dimana semua masyarakat sama dimata hukum
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(equality before of the law) dan berhak mendapatkan bantuan, dan begitu
pula seorang anak yang terlibat persoalan hukum akan lebih
mendapatkan bantuan hukum, karena bantuan yang terkhusus untuk
anak telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak
sesuai harkat dan martabat kemanusian serta mendapatkan perlindungan
dari tindak kekerasan dan diskriminasi.*®

Pada kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di kabupaten
Mandailing Natal jelas terlihat kurangnya pengaruh hukum adat yang terjadi
dalam penanganan kasus narkotika di Mandailing Natal serta kurang
efektifnya hukum adat yang di terapkan dalam wilayah kabupaten
Mandailing Natal yang mengakibatkan anak di bawah umur marak
mengkonsumsi narkotika dan obat obat terlarang.

Pentingnya peran hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana
narkotika terkhusus di wilayah adat Batak Mandailing Natal sangat
diperlukan, disebabkan perlindungan dan kepentingan anak adalah hal
utama untuk dilaksanakan, serta beriringan dengan sprit yang diberikan oleh
hukum adat dan undang undang perlindungan anak. Pada dasar nya untuk
perlindungan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yg dilakukan oleh
anak di bawah umur harus diberikan upaya-upaya pembinaaan dari
masyarakat adat agar perkembanagan anak dapat dijaga untuk tujuan anak

yang lebih baik.
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Oleh sebab itu penulis tertarik dan mengetahui lebih jelas tentang
peran lembaga adat Batak Mandailing dalam menyelesaiakan tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten
Mandailing Natal, yang akan dituangkan dalam penelitian yang sistematis
dan mendasar.

Rumusan Masalah
Pada dasarnya dalam penelitian struktural sebelumnya judul dari

suatu penelitian térl‘ébi.h déhulu, dimana mésalah pada dasarnya adalah

suatu proses yang dialami dalam mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan
latar belakang yang telah dirugikan  diatas, maka penulis
mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran lembaga hukum adat terhadap tindak pidana
penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur.

2. Bagaimana upaya lembaga adat Batak Mandailing dalam
menanggulangi tindak pidana narkotika di daerah Mandailing Natal.

3. Bagaimana hambatan adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan
tidak pidana narkotika yang dilakukan elehanak dibawah umur di
Kabupaten Mandailing Natal.

Tujuan Penelitian
Suatu penelitian dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal

yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian.

Tujuan penelitian ini antara lain:

1.  Untuk mengetahui peran lembaga adat Batak Mandailing dalam



menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak

dibawah umur di kabupaten Mandailing Natal.

2. Untuk mengetahui upaya lembaga adat Batak Mandailing dalam
menyelesaikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di
bawah umur di kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk menyetahui hambatan dalam upaya lembaga adat Batak
Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika yang
dilakukan oléh‘ anék dibawah Umur di kzibupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk

berbagai hal diantaranya:

1. Manfaat teorotis
a.  Dengan adanya penelitian ini dapat menghasilkan suatu

sumbangan pemikiran dan tambahan pengetahuan serta dapat
menambah wawasan pembaca terhadap peran lembaga adat
Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana
narkotika ~yang dilakukan oleh- anak dibawah umur di
kabupaten Mandailing Natal.

b.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mahasiswa fakultas hukum tentang peran lembaga
adat dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika.

2.  Manfaat praktis

a. Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasaan aparat



penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang di
lakukan oleh anak di bawah umur serta dapat menjadi referensi
dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam
menanggulangi setiap permasalahan yang bersangkutan dengan
anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
b.  Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan
informasi bagi masyarakat serta lembaga adat dalam
menyeileéaik.an ﬁndak pidana narkotika yang dilakukan oleh
anak di bawah umur.
Metode Penelitian
Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab
permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang
bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat
penulisan sebagaimana ditetapkan, maka diperlukan sebuah metode yang
berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan. Metode pada
hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan
mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.™
1.  Pendekatan masalah
Pada pokok permasalahan yang akan di bahas, dikaitkan
dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum

positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di
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lapangan.”® Dalam penelitian ini Berdasarkan hal tersebut penulis
menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis
sosiologis.penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Peran lembaga
adat Batak Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika
yang dilakukan oleh anak di bawah umur di kabupaten Mandailing
Natal
2.  Sifat penelitian

Penelitiaﬁ Yang. diguna{kan adalaﬁ bersifat deskriptif analisis
yaitu analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat
deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum
diaplikasikan  untuk  menjelaskan  seperangkat data, atau
menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan
seperangkat data yang lain.*

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, data yang digunakan ada dua macam yaitu :
a. Data primer
Data Primer diperoleh melalui penelitian langsung di
lapangan. Data ini diperoleh dari anggota Lembaga adat Batak
Mandailing dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika yang
dilakukan oleh anak di bawah umur di kabupaten Mandailing

Natal.
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Data skunder

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum
primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan
menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasilhasil
penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para

sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun beberapa data skunder yang di gunakan yaitu :

a.

Bahan hﬁkum primer |

Yakni bahan hukum yang mengikat :

1) pasal 1 ayat ( 3 ) undang undang dasar negara republik
indonesia tahun 1945

2) undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika

3) undang | undang nomor 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak

4)  Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak

Bahan 'hukum skunder, adalah-bahan-bahan penelitian yang

memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum

primer seperti hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum,

buku, jurnal, literatur, seminar, loka karya, skripsi, dan jurnal

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan

petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer dan skunder.



Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
dan Kamus Terminologi Hukum.
4.  Teknik pengumpulan data
a.  Studi dokumen
Teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan
menggunakan konten analisis yakni dengan cara menganalisis
dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang
berhubuhgaﬁ dehgan mz;lsalah yang diteliti, seperti kasus, berkas,
dokumen.?? Dan juga dari perpustakaan.
b. = Wawancara
Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan dialog
tanya jawab tatap muka langsung dengan pihak Lembaga adat
Batak Mandailing di kabupaten Mandailing Natal. Teknik
wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni
menggunakan pedoman wawancara dengan membuat beberapa
daftar pertanyaan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan
lepas terhadap pihak yang diwawancarai.
5. Pengelolah dan analisis data
a.  Pengelolah data
Pengolahan data dilakukan menggunakan cara
editingdimana pengeditan terhadap data yang telah

dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan
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yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa
kekurangan dari data yang telah dikumpulkan dan
memeriksa  kemungkinan  kesalahan agar  dapat
memperbaikinya. Editing bertujuan untuk memperoleh
kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya..
Analisis data

2 Semlua data yang telah.dikumpulkan baik itu data
primer maupun data skunder dianalisis secara kualitatif
yakni dengan cara data yang didapat dianalisa
menggunakan katakata untuk menjawab permasalahan
berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan
sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab

pertanyaan tersebut.



